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ABSTRAK

ANALISIS KAUSALITAS ANTARA KINERJA KEUANGAN DAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS
KOTA-KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Olch:
Rindi Intania Ananda; Feny Marissa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan kausalitas antara kinerja
keuangan dan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dari 4 kota di
Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2012 — 2022 yang bersumber dari Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Metode
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan menerapkan analisis
PVAR dan model Kausalitas Granger. Hasil peneltian menunjukkan bahwa rasio kemandirian
keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD masing-masing memiliki hubungan kausalitas satu
arah dengan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan. Sementara
itu, rasio belanja modal dan rasio belanja pegawai masing-masing tidak memiliki hubungan

kausalitas dengan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: Kinerja Keunangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas
PAD, Rasio Belanja Modal, Rasio Belanja Pegawai, Indeks Pembangunan Manusia

Mengetahui, Pembimbing
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
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ABSTRACT
CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND HUMAN
DEVELOPMENT INDEX: A CASE OF CITIES IN SOUTH SUMATERA PROVINCE

By:
Rindi Intania Ananda; Feny Marissa

This study aims to analyze the causality relationship between financial performance and
Human Development Index. The data used in this research is secondary data in the form of
panel from 4 cities in South Sumatera Province during the period 2013 — 2022 that sourced
from Directorate General of Financial Balance, Ministry of Finance and Central Bureau of
Statistics. The method in this study used quantitative approach by applying PVAR analysis and
Granger’s Causality Model. The result showed that the independence ratio and effectiveness
ratio of local own-souce revenue each have a one-way causal relationship with Human
Development Index. Meanwhile, the capital expenditure ratio and employee expenditure rasio

each have no causal relationship with Human Development Index.

Keywords: Financial Performance, Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio of

Local Own-Source Revenue, Capital Expenditure Ratio, Employee Expenditure Ratio, Human

Development Index
Acknowledge by, Advisor
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pasca penerapan desentralisasi fiskal pada tahun 1999, pemerintah terus
melakukan perbaikan dalam rangka pelimpahan anggaran dan kewenangan untuk
percepatan tujuan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mencapai
otonomi daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan
suatu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan
daerah yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan otonomi daerah memberi
peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber potensial yang
dimiliki masing-masing daerah agar dapat menciptakan kemandirian daerahnya
guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan
nasional (Christianingrum & Aida, 2020). Otonomi daerah menjadikan anggaran
kepada pemerintah daerah sebagai pintu penting untuk kegiatan pembangunan
melalui alokasi yang tepat dalam rangka membuat strategi untuk menciptakan
kebijakan yang lebih tepat sesuai prioritas kebutuhan daerah (Simanjuntak, 2015).
Salah satu alokasi dana pemerintah yang perlu diperhatikan adalah anggaran
transfer ke daerah. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam
rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan,
Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY.
Banyaknya jumlah transfer ke daerah ini cukup signifikan, sebagai akibat dari

pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, setelah



pelaksanaan desentralisasi fiskal. Perkembangan Transfer Daerah Pada APBN di

Indonesia Tahun 2018-2022 dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1.

800000,00 35%
||
700000,00 . l 30%
600000,00 ‘ 25%
500000,00
20%
400000,00
15%
300000,00
0,
200000,00 .
100000,00 5%
,00 0%
2018 2019 2020 2021 2022
I Transfer Daerah  HEE Dana Desa % Terhadap Belanja Negara

Gambar 1.1 Perkembangan Transfer Daerah Pada APBN Indonesia
Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

Berdasarkan Gambar 1.1, Transfer Daerah pada APBN Indonesia
mengalami peningkatan dari tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp706,1 triliun atau
32 persen dari pagu anggaran hingga mencapai Rp736,7 triliun atau 24 persen dari
pagu anggaran pada tahun 2022, namun perkembangan setiap tahunnya
berfluktuasi. Kenaikan transfer daerah ini guna mempercepat program-program
pembangunan daerah, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
melalui berbagai kebijakan transfer daerah.

Kebijakan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur
transfer daerah menjadi relevan dan penting karena terkait dengan dampak
perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di setiap

tahunnya (Igbal et al., 2021).



Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja
di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan
menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau
ketentuan perundangan-undangan selama satu periode anggaran (Machmud,
2014). Pengukuran kinerja keuangan daerah memerlukan manajemen pengelolaan
keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam
rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk mengukur
kinerja keuangan daerah dalam menjalankan dan membiayai pemerintahannya
adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan APBD
(Mardiasmo, 2012). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam
penelitian ini diantaranya adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio
efektivitas PAD, rasio belanja modal dan rasio belanja pegawai.

Rasio keuangan daerah menunjukkan hubungan antara kinerja keuangan
daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kinerja keuangan daerah
yang baik akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia. Badan Pusat
Statistik (2022) memamparkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur
kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah melalui penyediaan layanan publik
yang baik adalah Indeks Pembangunan Manusia. Anggraini (2015) memaparkan
bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak yang baik
pula bagi tersedianya layanan publik. Dengan layanan publik yang baik
diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat yang digambarkan

dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.



Rasio kemandirian keuangan daerah memberikan informasi terkait
kapabilitas pemerintah daerah untuk membiayai sendiri setiap aktivitas
pemerintahannya termasuk pembangunan maupun penyedian layanan publik yang
telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan
daerah. F. N. G. Sari & Riharjo (2020) mengemukakan bahwa rasio kemandirian
keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal
tersebut dapat diartikan bahwasanya ketika rasio kemandirian keuangan daerah
menunjukkan tingkat yang tinggi, maka suatu daerah akan semakin berpotensi
dalam rangka penyediaan layanan publik yang maksimal, sehinggga tingkat
Indeks Pembangunan Manusianya dapat tercapai sesuai dengan target terbaiknya.

Rasio efektivitas PAD mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah dalam
merealiasasikan penerimaan PAD yang telah direncanakan, kemudian
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil di wilayah
tersebut. Taslim & Pratama (2021) menyebutkan bahwa kinerja keuangan daerah
dari rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
Adanya peningkatan pada rasio efektivitas PAD tentunya diharapkan dapat
mendukung ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, dengan tujuan mencapai tingkat Indeks
Pembangunan Manusia yang tinggi.

Rasio belanja modal merupakan perbandingan dari total realisasi belanja
modal dengan total belanja daerah secara keseluruhan pada suatu daerah. Rasio ini
memberikan gambaran mengenai pemerintah daerah dalam mengoptimalkan

fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada masyarakat umum, sehingga nantinya



dapat membawa dampak yang baik dalam rangka peningkatan kualitas hidup,
standar hidup yang layak maupun kesejahteraan masyarakat. Siregar (2023)
mengemukakan bahwa rasio belanja modal berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Rasio belanja pegawai adalah perbandingan antara realisasi belanja
pegawai dengan total belanja daerah untuk mengukur seberapa banyak pemerintah
membayar pegawai negerinya. Murthahar et al. (2021) mengungkapkan bahwa
belanja pegawai berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan
Manusia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketika rasio belanja pegawai
mengalami peningkatan yang maksimal, maka dapat mempengaruhi kinerja dari
pegawai dalam memberikan pelayanan publik dan juga pencapaian tujuan untuk
meningkatkan perekonomian serta kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) RI, Provinsi Sumatera Selatan memperoleh penghargaan “Wajar
Tanpa Pengecualian” atau WTP untuk penyajian dan pelaporan keuangan
berturut-turut sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 yang menunjukkan bahwa
pengelolaan keuangan Provinsi Sumatera Selatan semakin membaik. Dalam
penelitian ini, dilakukan analisis kinerja keuangan kota-kota di Provinsi Sumatera
Selatan dikarenakan kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera
Selatan masih tergolong rendah dan belum merata. Penerimaan pendapatan pada
pemerintah kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan masih didominasi oleh
peranan pemerintah pusat berupa pendapatan transfer dibandingkan kemampuan

daerahnya sendiri dalam menggali potensi sumber-sumber PAD. Pemerintah



daerah kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan biaya yang lebih
besar dalam pemungutan PAD untuk menghasilkan output atau hasil, serta
menunjukkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Padahal
dalam perokonomian kota di Provinsi Sumatera Selatan meliputi berbagai sektor
seperti perdagangan/hotel/restoran, telekomonikasi, transportasi, dan industri
pengolahan yang dapat meningkatkan PAD (Wellyan et al., 2023). Kinerja
keuangan daerah di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 dapat
ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Daerah di Kota-Kota Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2018-2022 (Persen)

Rasio

Tahun Kota Rasiq . Efektivitas Rasio Belanja Rasio Belapja
Kemandirian PAD Modal Pegawai
2018 Palembang 37,64 90,31 24,41 43,57
Prabumulih 10,48 79,71 14,05 39,57
Pagar Alam 10,58 118,51 14,12 43,68
Lubuk Linggau 12,91 91,90 2441 42,65
2019 Palembang 37,20 65,42 28,12 38,17
Prabumulih 9,02 104,64 26,50 33,24
Pagar Alam 7,69 135,25 26,68 32,82
Lubuk Linggau 10,87 109,67 26,94 38,61
2020 Palembang 38,78 55,98 24,02 40,20
Prabumulih 9,58 80,47 20,94 36,58
Pagar Alam 11,47 134,88 30,91 31,43
Lubuk Linggau 9,18 88,05 32,81 33,87
2021 Palembang 45,77 74,51 22,52 39,54
Prabumulih 8,70 69,25 17,90 47,62
Pagar Alam 8,17 102,14 24,55 38,54
Lubuk Linggau 15,67 118,75 34,94 36,52
2022 Palembang 52,98 105,34 27,61 36,37
Prabumulih 10,52 74,13 16,92 45,75
Pagar Alam 7,76 130,77 32,22 32,87
Lubuk Linggau 9,93 82,74 36,82 30,89

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK Kemenkeu), diolah.



Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah pada kota-kota di
Provinsi Sumatera Selatan yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan
daerah selama periode tahun 2018-2022 cenderung mengalami fluktuasi dan
menunjukkan hasil yang belum optimal dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Hal ini disebabkan oleh penerimaan PAD yang tidak lebih besar dibandingkan
penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dan pinjaman.
Rasio kemandirian daerah Kota Palembang lebih menonjol dibandingkan kota-
kota lainnya dengan rata-rata sebesar 42,48 persen. Pada tahun 2018 tingkat
kemandirian Kota Palembang sebesar 37,64 persen meningkat hingga mencapai
persentase tertinggi sebesar 52,98 persen pada tahun 2022. Rasio kemandirian
keuangan daerah terendah adalah Kota Pagar Alam dengan rata-rata sebesar 9,13
persen dan persentase rasio terendah pada tahun 2022 sebesar 7,76 persen dan
persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,47 persen.

Rasio efektivitas PAD kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun
2018-2022 cenderung berfluktuasi di setiap tahunnya, namun menunjukkan hasil
yang cukup efektif karena hampir seluruh kota memperlihatkan rata-rata rasionya
melebihi 80 persen atau memenuhi kriteria cukup efektif. Kinerja keuangan Kota
Pagar Alam memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif dengan rata-rata
sebesar 124,31 persen selama periode lima tahun dalam merealisasikan PAD
dengan angka tertinggi diperoleh pada tahun 2019 sebesar 135,25 persen. Rasio
efektivitas PAD yang paling rendah atau tidak efektif adalah Kota Palembang
dengan perolehan rata-rata rasio sebesar 78,31 persen dan angka rasio tertinggi

terjadi pada tahun 2022 sebesar 105,34 persen. Banyaknya PAD yang dihasilkan



Kota Palembang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
keuangan kota tersebut.

Rasio belanja modal di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan selama periode
2018-2022 cenderung mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Berdasarkan data
tersebut, rasio belanja modal pada kota Lubuk Linggau memperoleh persentase
tertinggi dibandingkan kota-kota lainnya dengan rata-rata sebesar 31,18 persen,
pada tahun 2018 sebesar 24,41 persen dan terus meningkat hingga tahun 2022
menjadi 36,82 persen, artinya Kota Lubuk Linggau lebih mengutamakan
pemenuhan pembangunan untuk daerahnya. Rasio belanja modal yang
memperoleh persentase terendah yaitu Kota Prabumulih dengan rata-rata sebesar
19,26 persen.

Rasio belanja pegawai selama periode 2018 hingga 2022 di kota-kota
Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi. Rasio belanja pegawai dengan
persentase tertinggi diperoleh oleh Kota Prabumulih dengan rata-rata sebesar
40,55 persen selama rentang waktu lima tahun. Disusul oleh kota Palembang
dengan rata-rata sebesar 39,57 persen, Kota Lubuk Linggau sebesar 36,51 persen,
dan Kota Pagar Alam sebesar 36,51 persen. Rasio belanja pegawai mendominasi
alokasi belanja daerah untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan alih-alih rasio
belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa analisis kinerja
keuangan pemerintah daerah yang efektif dan efisien menjadi suatu sumber atau
pedoman penting dalam rangka merumuskan setiap kebijakan dalam pengelolaan

daerah (Norsain & Roflik, 2022). Diperlukan adanya kesinambungan antara



keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah daerah dengan kinerja keuangan
daerah. Semakin baik capaian kinerja keuangan pemerintah daerah seharusnya
berdampak positif bagi keberhasilan program pemerintah daerah yang selanjutnya
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Anggraini, 2015).

Badan Pusat Statistik (2021) memamparkan bahwa indikator yang
digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah berasal dari
pengadaan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui data Indeks
Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit
atau gabungan yang berguna dalam pengukuran pencapaian pembangunan
manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup manusia yakni
dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator Angka Harapan
Hidup (AHH), dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator Harapan
Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan dimensi
kehidupan yang layak tercermin dalam kemampuan daya beli masyarakat untuk
memenuhi beberapa kebutuhan dasar, seperti rata-rata pengeluran per kapita, yang
dianggap sebagai pendekatan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang layak.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2018-2022 dapat disajikan pada Gambar 1.2.
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Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan

Berdasarkan Gambar 1.2, Indeks Pembangunan Manusia jika ditinjau
menurut kota-kota dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan capaian nilai
yang secara bertahap semakin meningkat. Secara level, Indeks Pembangunan
Manusia yang berada di kategori tinggi dicapai oleh Kota Palembang, Lubuk
Linggau dan Prabumulih. Indeks Pembangunan Manusia terendah yaitu Kota
Pagar Alam yang setiap tahunnya masih berada di kategori sedang.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang memiliki persentase
tertinggi dengan rata-rata sebesar 78,72 persen selama tahun 2018-2022. Pada
tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Palembang memperoleh angka
sebesar 77,89 persen meningkat hingga mencapai 79,47 persen pada tahun 2022.
Indeks Pembangunan Manusia terendah yaitu kota Pagar Alam dengan rata-rata
sebesar 68,71 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 67,62
persen menjadi 69,60 persen pada tahun 2022. Meskipun tidak mengalami

peningkatan yang cukup besar, namun peningkatan bertahap setiap tahunnya ini
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menunjukkan bahwa kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan selalu berupaya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna peningkatan pembangunan
dari tahun ke tahun melalui program-program pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja
keuangan suatu daerah. Daerah dengan kualitas hidup manusia yang tinggi akan
menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi lokal dengan
menarik minat masyarakat untuk berinvestasi dan meningkatkan daya tarik
ekonomi lokal sehingga kinerja keuangan daerah akan semakin baik dan terukur
serta menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di
masa depan (Pamungkas, 2013).

Menurut Bolivar et al. (2016) sumber daya manusia berkualitas yang dilihat
dari indikator pendidikan yaitu memiliki kualitas pendidikan lebih tinggi dapat
memberikan kontribusi yang baik dan positif terhadap kelangsungan keuangan
pemerintah daerah dalam periode waktu yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan
masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung kritis
dalam hal realisasi keuangan di daerahnya, sehingga hal tersebut menuntut
pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih intens terhadap penyediaan
informasi-informasi khususnya kinerja keuangan agar lebih transparan.

Sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi dari segi latar belakang
pendidikan, sumber daya manusia yang setidaknya aktif berpartisipasi dalam
pelatihan serta pengalaman-pengalaman lainnya dapat meningkatkan kinerja
keuangan karena terdorong untuk selalu bekerja secara efektif, efisien dan

produktif sekaligus dapat meminimalisir adanya tingkat keselahan dalam
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menyelesaikan pekerjaan sehingga lebih mampu mengelola keuangan daerah
(Riawan, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2013) mengemukakan bahwa
Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap
kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas PAD. Kemudian Karamoy
& Poputra (2014) dan Tabroni (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa
Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio
kemandirian keuangan daerah namun tidak berpengaruh signifikan pada penelitian
yang dilakukan oleh Budiwati (2020). Sementara itu, penelitian yang dilakukan
Riphat et al. (2016) menyatakan bahwa sebagian besar kinerja keuangan tidak
menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan Indeks Pembangunan Manusia,
kecuali pada beberapa proxy tertentu di beberapa provinsi yang menunjukkan
adanya hubungan kausalitas.

Banyak penelitian yang membahas determinan dari Indeks Pembangunan
Manusia begitu juga hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan kinerja
ekonomi. Namun, penelitian yang membahas hubungan kausalitas antara kinerja
keuangan pemerintahan daerah dan Indeks Pembangunan Manusia masih jarang
dilakukan sehingga menarik minat penulis untuk melakukan penelitian secara
statistik untuk menganalisis hubungan kausalitas antara kinerja keuangan dan
Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu,
untuk memahami sejauh mana kedua variabel tersebut saling berhubungan satu

sama lain.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana hubungan kausalitas antara Kinerja Keuangan dan

Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas antara Kinerja Keuangan dan
Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan.
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam
mengimplementasikan pengetahuan tentang hubungan kausalitas
antara Kinerja Keuangan dan Indeks Pembangunan Manusia di kota-
kota Provinsi Sumatera Selatan.

b) Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian
sebelumnya dan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi
pengembangan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan untuk dapat
lebih memahami mengenai hubungan kausalitas antara Kinerja

Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia

13



b) Bagi pengambilkan kebijakan
Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan
untuk merancang serta merencanakan kebijakan pengelolaan
keuangan yang tepat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.
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